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BUPATI WONOSOBO

Menimbang

Menging*t

PARATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR B TAHUN 2O1O

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KABT]PATEN WONOSOBO

BUPATT WONOSOBO,

bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo rnerupakan
salah satu aset milik Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk melayani
kebutuhan air nninurn raasyarakat serta salah salu sumber Pendapatan
Asli Daerah sehingga perlu dikelola sesuai dengan prinsipprinsip
ekonomi yang sehat;
bahwa dalam rangka percepatan peningkatan dan pengembangan
pelayanan PDAM, maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu
memberikan tambahan modal kepada PDAM Kabupaten Wonosobo;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan
huruf b, maka perlu menetapkan Peratman Bupati tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo kepada Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Wonosobo;

Undang-Undang Nornor tr3 Tahun tr950 kntang Pernbentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nonror 5 Tahun t962 tentang Perusahaan Daerah
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan
Lembaga Negixa Republik Indonesia Nomor 23 87);
Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
438e);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20A4 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a844);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 1984 tentang Pedoman
Tata Cara dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan
Femerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan

Sistirn Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4490);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang
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Pedoman Teknis pan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang brgan

dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air lvlinum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.0512008 tentang

Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman
Luar Negeri, Rekening Dana lnvestasi, Dan Rekening Pembangunan
Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum,

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor A-11311976 tentang
Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II
Wonosobo;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2007 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo
( Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 18 );

MB,MUTUSKAN

: PERATURAN BI}PATI TE,NTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH I}AERAH KEPAI}A PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KABUPA TEN WONOSOBO.

BAB I
KETENTUAN UMIIM

Pasal L

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Penyelenggara Daerah sebagai unsur

Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo yang

selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Kabupaten Wonosobo.
5. Direksi adalah Direksi PDAM.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Asset Daerah, yang

selanjutnya disingkat DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Wonosobo.

7. Penyertaan Modal Daerah adalah penanaman modal usaha Pernerintah
Daerah dalam rangka membantu percepatan peningkatan dan
pengembangan pelayanan PDAM Kabupaten Wonosobo yang diatur dan
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUA}I

Pasal2

(1) Ivlaksud penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah untuk membantu
percepatan peningkatan dan pengembaagao pelayanan PDAM.

(2) Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah mendukung dalam
usaha peningkatan produktifitas kinerja PDAM yang efektif efisien dan

sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatarr

Asli Daerah (PAD).
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PEIIYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah menyertakan Modal Daerah kepada PDAM urrhrk
tahun 2010.

(2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pemerintah daerah kepada PDAM tahun 2010 adalah berupa uang tunai
sebesar Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

BAE TV
PELAKSANAAN PENYERTAAI\i MODAL

Pasal4

Penyertaan modal k€pada PDAM sebagaimana dimaksud dalam pasat 3

dilaksanakan oleh Kepala DPPKAD.

BAB V
PENGELOLAAN PENYERTAAI{ MODAL

Pasal5

Dalam hal penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 telah dilaksanakan, maka sepenuhnya dikelola oleh
PDAM;

BABV
KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal6

(1) Dalam hal terdapat laba atas hasil usaha PDAM, maka PDAM
berkewajiban memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah sebagai
bagian Pendapatan Asli Daerah

(2) Kontribusi PDAM atas Pendapatan Asli Daerah sebesar

Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ).

BAB V
KETENTUA}I I,AIN-LAIN

Pesel T

Semua penyertaan rrrcdal Daerah kepada PDAM yang telah ada sebelum
diterbitkannya Peraturan Bupati ini, dengan ini dinyatakan sebagai penyertaan
modal Daerah kepada PDAM.

1)

-3-



t I

BAB VI
KETENTUAI\I PENUTUP

Pesel I

Peraturan ini mulai berlahl poda tanggnl diundangkan.

Agar setiap gr.ang mengelahuinya memerinlahhan penguodangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Dit€tapLan di Wonosobo
padatanggal 5 p&se6&Br as10

L
Diundangkan di Wonosobo
padatanggal 6 F$ESg*nI e01C

PII SEKRETARJS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHLIN 2O{N}[oMOR 8
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